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WALI KOTA MEDAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTADNG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR
NEGER] PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DENGAN RAHMATTUEAN YANC MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

1.

WALl KOTA MEDAN,

bahwa wuntuk melaksanakan keternian Pasal 45
Peraturan Walk Kota Medan WNomor 58 Tahun 2017
tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan
Kora Meden, periu membentuk Peraturan Wall Kora
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sekolah
Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan Kota Medan.

Pasal 15 ayat (B Undanp-Undanp Daszar Neparas
Republik indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1936 tentang
Pembentukan Dasrah Otonom Kota-Kota Besar
Dalam Linglkungan Dacrah Propinsi Suomatera
Litara (Lembaran Negara Republik I[ndonesia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lambaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092},

Undang-Undang Nomor 20 Tabun 2003 tenzng
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2003 Nomer 75
Tembahan Lembaran Negara Republk ndonesia
Nomor 4301);

Undang-Undang MNomor 25 Tabhun 2009 tentang
Pelayanan Publik {Lembaran Negara Republik
Indonesia Talhun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tenrang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494,



10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tenatang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesiz Tahun 20i4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
sebagaimana telah diubah beberapa kal terakhir
dengan Undang-Undang Nomor S Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembarar,
Negara Republilk Indonesia Nomer 5679} ¢

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik: Indonesia Tahun 2014 Nomor 292
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1873
tentang Perluasan Daerah Kotamadya WMedar
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Repubiils
Indonesia Nomor 5003);

Peraturan Pemeérintah Nomor 30 Tahun 1997
tenitang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan
Mardinding ©Di Wiayah Kabupaten Daerah
Tingkat T Karp, Kecamatan Pematang Bandar, Hus
Bayu Rap Dan Ujung Padang Di Wilayah
Kabupaten Daeran Tingkat @I Simalungun,
Kecamaran Parbuluan Di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Dairi Dan Kecamatan Medan
Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan
Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan
Amplas Dan Medar: Area Di Wilayah Kotamadve
Daerah Tinglkat 11 Medan Dalam Wilayah Propinsi
Dasrah Tingkat | Sumsatera Uara ([Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 199! Nomor 57,

Peraturan Pemerimtaih MNomor 3o Tahun J199E
tentang  Pembentukan 18  (Delapan  Beles)
Kecamatan ™ Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat [ Simalungun, Dair! Tapanuli
Selatan. Karo, Tapanuli Utars, Tapanuli Tengah,
Nias, Langkat dan Wiavah Kotamadya Dazerah
Tingkat I Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat | Sumatera Utara {Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 63},



11.

12.

13.

14.

15.

16.

FPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahunm 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (l.embaran
Negara Republik donesia Tahun 2005 Nemor 41.
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 44956), sebagammana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintahh Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Alas Peratuiran
Pemerintah Nemor 18 Tahun 2005 rentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2015 Nemor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 3670

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tabun 20086
tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik
Indones:a Tahun 2008 Nemer 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863}

Peraturan Pemerintah Nomor <8 TaKun 2008
tentang Pendanaan pendidikan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 81
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz
Nomor 4864); k

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tabun 2010
tentang  Pengelolahan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Nomor  5105]
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peratwan Pemerintah Nomoer 17
Tahun 2010 tentang Pengelolahan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran  Negaras
Republik  Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Reoublik [ndonesia
Nomor 5137);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavean
Nemor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan
Pendicikan Oleh Sawuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;

Peraturan Menieri Dalam Negen  Nomor |12
Tabun 2317 tentang Pedoman Pembentukan Dan
Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana
Teknis Daecrah (Berite Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 451); i

P



17. Peraturan Dacrah  HKota Medan Noamor 15
Tahun 2016 1tentang Pembentukan Perangks:
[Naerah lkota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahmun 20!8 Nomor 15, Tambahan Lembaran

Daerah hota Medan Womor Sk

18, Peraturan Wali Kota Medan Nowmor 1 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Qrganisasi, Tugas
Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daeran
(Berita Daerah Kota Medan Tahur 2017 Nomor 1),
sehapaimana telah diubah dengan Peraturan ‘Wali
Kota DMedan Nomor 40 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Wallh Kota Medanr
Mommor 1 Tabun 2017 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tam
Kerj Perangkar Daeraly [Berita Dasrah Kota Medzn
Tahun 2017 Nomor 40);

19. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 53 Tahun 2017
rtentgng Rinclan Tugas dan  Funpsi  Dinas
Pendidikan Kora Medan {Berita Dzerah Kota Wedsn
Tahun 2017 Nomer 58);

MEMUTUSKAN: e

Menetapkan : [PERATURAN WALl KOTA TENTANG PEMBENTURKAN
UNIT PELAKSANA TEXNIS SERKOLAH DASAR
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN,

BAB [
KETENTUAN UMLIM

Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimalesud dengan:
1. Daerah adalah Kota Medan

2. Pemerintahan Dasralh  adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan pervvaikilan
rakyat daereli menurut asas ownomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnye dalam sistem dan prinsip
MNegare. HKesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indones:a
Tahun 1935

3. Psmerintah Daerah adalah Wail Kota sebagai unsur
periyelenggara Pemerntahan = Daerah yans memimpin
peleksaraan wrusan pemerintahen yeng menjadi kewenangan
daersh otonom,

4. Wall Kota adalah Walh Kota Medan



10.

(1)

(1}

(2

Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Medan. i
Kepala Dinas adalah Kepala ™hnas Pendidikan Kota Medan.
Selcretaris adalah Sekretans Dinas Pendidikan Keota Medan.

Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disinglkat SD Negen
adalah satuan pendidikan lormal tingkar dasar;

Kepala Sekolah Dasar Negeri adalah guru vang diberi (ugas
tambahan sebagai kepala sekolah;

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah
UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kota Medan.

EAR I
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN TUCGAS FUNGSIDAN
SUSUNAN ORGANISAS]

Bagian Kesaru
Pembentukan

Pasal 2

Wali Kota membentuk UPT Sekolah Dasar Negern & lingkungan
Dinas.

UFT sebagaimana yang dimalksud pada ayat (1) terdapat dalam
laxepiran 1 yang merupakan bagan vang tidak terpisahkan das
peraturan wali kota ini

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal E.'

UPT Sekolah Dasar Negeri merupakan UPT yang berada i
lingkungan Dinas.

UPT Sekolah Dasar Negerd scbagaimana dimaksud pada ayat (1]
dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru yang diberi tugas
tambahan sebagai Kepala UPT yang berkeduydubtan 4i bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.



Paragral 2
Tugas Dan Fungsi

Fasal 4

UPT Sekolah Dasar Negeri mempunyal tugas menyelenggarakan
proses belajer mengajar dan pelayanan pendidikan lingiup
pendidilkan sekclah dasar berdasarkan peraturan perundang-

undangan.
Pasal 5

Dzalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 UPT Sekolah Dasar Negeri mempunyai fungsi :

a menvelenggarakan kegiatan pendidikan;

b membina kesiswaan:

¢. melaksanakan himbingan dan penilaian bagl guru dan tenaga
kependidikan lainnya;

d  menyelenggarakan administrasi sekolah;

e. merencanakan pengembangan, pendayagunaan, dan
pemeliharaan sarana prasarara;

f  melaksanakan hubungan sekolah dengan lingkungan, orang Tua
dan/masyarakat;
g melaksanakan rekrutmen  siswa  berdasarkan  peraturan

perundang-undangan; dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

Bagian Ketiga

Susunan Organisas:
Pasal 6

(1) Struktur Organisasi UPT Sekolah Dasar Negeri terdiri atas:
a Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri,
b. Kepala Tata Usaha;
¢. Kepala Perpustakaan;
d Kelompok Jabatan Fungsional Guru dan fungsional lainnva;
dan
e. Pelaksana. .

(2} Bagan‘ strukiur organisasi UPT Sekolah Dasar Negen
sehagairana dimaksud pada ayat (1} tercantum dalam lampiran
I Peraturan Wali Koza ini.

FPasal 7

(1) Kepala tata usaha sebagaimana dimaksud daiarm Pasal 6 avat (1]

huruf b, dipimpm oleh seorang pejabat fungsional guru dan/atz.

pejabat fungsional lainnya yang diberl tugas tambahan untuk

melaksanakan rugas, fungsi dan tanggung jawab mengelola

ketatausahaan sekolah, dan bertangungjawab kepada Kepala
UPT.



(2)

(1)

(2)

(3]

4

Pengangkatan kepala lata usaha dilaksanakan oleh kepula dinas
berdasarkan usulan dam Kepala UPT berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Pasal B

Jabatan kepzala perpustaitaan sebagaimanz dimaksud dzlam
Pasal & ayat (1} huruf ¢ direalisasikan pengisian jabatannya
berdasarkan kebutuhan il dan perpustzkaannya telzh
memenuthi standar serta sesual dengan peraturan perurglane-
undangan.

Jabatan sebsgaimana dimsksud pada syat (1}, dipimpin oleh
seorang pejabat fungsional guru, pustakawan dan/arau pejabai
fungsiona! Iamnva yang dibenn tugas tambahan ocntul
melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab mengesiola
perpusiakaan, dan bertangungawab kepada Kepala UPT.

Tugas, fungsi dan tangsungiawab scbagaimana pada ayat (2
diletapkan oleh kepala UPT berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Fengangkatan kepala perpustakdan dilaksanakan olch Kepala
Dinas berdasarkan usulan dari Kepala UPT berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

BABIl!
URAIAN TUGAS

Dagian Kesatu
Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri

Pasal 9

Uraian Tugas Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri adalah :

2.

merencanakan program dan Kegiatan pembelajaran Sekolah
Dasar Negeri dengan mempedomnani rencana umum kota, rencana
strategis, kurikuium, dan rencana kerja Dinas untuk
teriaksananya sinergitas perencanaan;

menyusun bahan kebijakan teknis operasional, standar
operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis
jabatan, analisis beban kerja, evaiuasi jabatan, dan standar
lainnya lingkup Sekolah Dasar Negei untuk ditetapkan lebih
lanjut oleh Kepala Dinas schingga terselenggaranya aktivitas dap
tugas secara optimal,

membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan
penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and
punishment] dalam ranghka untuk kelancaran tugas Sekolah Dasar
Negeri berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

men jabarkan visi ke dalam misi targer muty;

merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai,
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menganalisis taniengan, peluang, kekuatan, dan  kelenanan
sekolak;

melaksanakan analisis dan keputusan anggaran sekolan sens
keputusan penting lainnya dengan melibatkan gury, komie
seiolah berdasarkan peraturan perundang-cndangan:
melaksanakan homunikasi secara proakti dan persuasi untux
nienciptaksn dukungan intensif dari orang tua peserta didil: dan
masgyarakat;

menjaga dan meningkatian motwas: kerja pendidik dan tenaga
kependicikan dengan menggunakan sisten pern bertan
penghargaan atas presiasi dan sangsi atas pelanggaran peratura.
dan koda etilk,

menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagl peserta
didik:

melaksanakan tugas dan tanggung jawab afas perencanaan
partisipat{ mengenal pelaksanaan kurikulum:

melaksanakan dan  merumuakan progratm  SUupervisi, seria
memaniaatian nasil supervisi untux meningkatikan kinerja
sekolah;

melaksanakan penyisunan dan memutuskan tata lertib proses
belajar mengajar cengan melibatkan pihak | terkait Unftuk
meningliatxan rntitle pendidiban berdasarkan peraluran
perundang-undangann; ‘
memfasilitasi pengembangan, peénvebariuasan, dan pelaksangan
visi pembelajaran  yang cdikomunlbkasikan dengan baikc  dan
didukung oleh komunitas selolah;

membantu, membina, dan mempertahankan lngkungan seholah
c¢an program péembelajaran yang kondusif bag proses belajar
peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga
kependidikan dengan memben teladan dan menjapa mama baik
lembaga dan profesi;

melaitsanakan manajemen orgamsasi dan péngopérasian sumbsr
caya sekolah untuk menciptakan bBngkungan belajar vang amnan,
sehal, efisien dan efekuf,

menjalin Herja sama deéngan orang tus peserta diwdik  dan
masyarakat, dan komite sckolahi menanggapl keépentingan dan
kebutuhan komunitas yang beragam, don memobilisasi sumber
Gaya masyaraiar,

melaporkan hasi pelaksanaan tugas kepada kepala dinas; dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olen kepala dinas.

Bagian Kedua
Kepala Tata Usaha

FPasal 10

Uraian Tugas Kepala Tata Usaha adalah .

A

menyiapkan  bahan  penyusunan  pfogram  dan kegiatan

pemibelajaran Sekolahh Dasar Negeri dengan mempedoman:

rencana umum Kota, rencana stratepis, kurikulum, dan rencana

kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanasain,
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menyiapkan balan kebijakan rteknis  operasional, standa
operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis
jabatan, analisis beban keérja, evaluasi jabatan, dan standar
lainnva lingkup Sekoiah Dasar DNegeri untuk ditetapkan lebih
lanjut oleh Kepala Dinas sehingga fersclemggaranya aktivitas dan
tigas secara optimal;

membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan
penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawal ASN (reward and
purnshrent} lingkup Tata Usaha dalam rangka untuk kelancaran
tugas Sekolah Dasar Negeri berdasarkan atas peraturan
perundang-undangan;

melakukan pengoordinasian dan penyvelisan urusan pembukuan
verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggungjawaban
angegaran Sckolah Dasar Neger:

melakukan urusan kepegawaian dan penpembangan pegawsal d
linglkungan Sekolah Dasar Nepers;

melakukan pengcordinasian dan penveliaan urusan pembayaran
helanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembavzran
lzinnys;

melakukan nengelolaan dara dan informasi pegawar

melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenags
kependidikan;

melakukan kerja sama di hidang pengembangarn  dan
pemberdavaan pendidix dan tenaga kependidikan;

melakukan urusan pengelolaan persuratan perpusiakaan, dan
kearsipan;

melzkukan urusan publikasi dan dokumentasi;

melaltukan  penyusunan  rencana kebutuhah, pengadaan,
pencrimaan, inventarisas), penyimpanan, pénghapusan dan
pendistribusian barane milik daerah;

melalcukan pengoordinasian dan penyelinan urusan keamanan.
ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan Sekolah
Dasar Negern,

melakukan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana;
melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua pessiis
didik dan masyarakat;

melaporkan hasil pelaksanaan lugas kepada Kepala Sekolzh
Dasar Megeri; dan _
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh’
Kepala UFT.

Bagan Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional Guru Dan fungsional lainnva

Pasal 11

Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsienal Guru Dan fungsignal
lainnva adalah :

d.

melakukan tigas jabatan fungsional guru dan fungsional lainnyva
sebagaimana butir-butir kegiatan vang ditentukan didalam
peraturan jabatan fungsional guru dan fungsional lainnya dan
angka kreditnya
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(2)

(3)

(1)

{2

(3)
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melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT, dan
melaksanakan tugas lain yang dibertkan oleh Hepala UPT.

Bagan Keempat
Pelaksuana

Pasal 12

Ci lingkungan UPT dapat ditempatkan jabsian Pelaksana
berdasarkan kebuiuban dan hasil analisis jabatan dan analisist
beban kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; ’

Jabatan pelaksana mempunyal tugas melaksanakan togas Lekius
operasional yang menjadi tugas dan tanpgungjawabnva selaiu
jabatan pelaksana sesuai dengan uraian tugas deri hasil analisis
jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan peraruran

perundang-undangan;

Pada UFT dapat diangkat Bendahara Pembantu atau Bendahars
Lairmya yang merupakan jabatan Pelaksana berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan.

BAB [V
TATA KERJA

Pasal 13

Dalam rangka meningkatkan Lkualitas pelayanan pendidikan
formal maika Kepala Dinas mengevaluasi danj/atau menetapikan
standar pelavanan, standar operasional prosedur, |kotak
pengaduan, scrta secara berxala meclaksenakan survei Kepuasan
Masyarakar (SKM] pada Sekolah Dasar Negerl berdasarkan
peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT wajb menerapkan
prnsip  koordinasi, iniegrasi dan  sinkronisagsi untuk
terselenggaranya proses Dbelajar mengajer dan  pelayanan
pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan,

Kepala UPT wajb mengawasi Jbawahannya dan bila terjadi
penyimpangan sgar mengambil langkah-langkah yeng diperlukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan
bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pagl
pelaksanaan tugas bawahannya,
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(5) Kepala UPT wajib mengkuti dan mematuhi peraturan perundang-
undengan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan
menyiapkan laporan berkala tepat pada wakomyva.

16) Setiap laporan vang diterima cleh Kepala UPT dan bawahannya
wajib diclah dan dipergunakan scbagai bahen untuk penyusunan
laporan lehih lanjut dan bshan untuk memberikan petuniuk
kepada bawahannya

(7] Kepala UFT dalam penyampaian laporan kepada Kepala Dinas

temblugan laporan wajb disampatkan kepada satuan organsas:
lain yang secara fungsional mempunyas hubungan kerja.

(8] Dalam rangka Lkelancaran pelaksanaan tugas Kepala UPY
memberikan bimbingan kepada bawahan dan wojb mengacakes
rapat berkak.

BABY
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Peraturan Wah Kota ini mulal berlaku sejak tangpgal diundangkan.
Agar  setinp orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraluran Wali Kowa inl dengan penempatannys
dalam Bertta [aerah Kotz Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 14 Febroari 2018

WALI KOTA MEDAN,
itd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 14 Februan 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,
trd
S8YAIFUL BAHR]

L

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2018 NOMOR 20
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NAMA SEHOLAY

LI PLATING IV LK, X

TITI FAPAY

ALAMAT SEKQLAH
g W _'_"_'_:' JALAN  KELURAFAN ~ HECAMATAN |
AT [SD NEGERL NO. D60360 i BANGKA - | BELAWAN 1T | MEDAN BELAWAN
70 (80 NEGERI -‘{-J QG0OE ] .]1.. L""'x"w:."l."-u e IR T .uJ] A TR LA AT
71 |8D NEGERI NO. 06h962  [JL. VETERAN . |BELAWAWI _ |MEDAN BELAWAN
72 |SD NEGER N GRH963 L. TIDAYALL BELAWAN SICANANG.. | MEDAMBELAWAN
3 |8D NEGERI NO. 060965 JL. ASAHAN BELAWAN | DIAN BELAWAN i
74 _|8D NEGERI NO. 060966 JI. HIU PAJAK BARL |Banacia MEDAN BELAWAN
75 SD NEGERIND. 0609567 [JL. HIU PAJAK BARL BELAWAN SAIIAGIA MEDAN BELAWAN
76 _|SD NECERI NO. 060968 JL. 11U PAJAK BARU BELAWAN BAHACIA MEDAN BELAWAN
77_|8D NEGERI NO, 060060 JL. CIMANUK BELAWAN 11 MEDAN BELAWAN
78 |50 NEGERI NO. DEDST0 JL. PROYVEK LOK. VIl UMUM BAGAN DELI MEDAN BELAWAN
70 |SD NEGERI NO. 064002 J. VETERAN BELAWAN | MEDAN BELAWAN
80 [8D NEGERI NO. 064003 Jl. CIMANUK - BELAWAN 1l MEDAN BELAWAN
81 |50 KEGERI NO.061004 Ji, PULAU NIAS B EELAWAN BAIARI MEDAN BELAWAN
87 |80 NEGERI KO. 065005 JL. B HIDAYAH o BELAWAN SICANANG MEDAN BELAWAN
83 _|SD NEGERI NO. 065006 3t PENGHUBUNG 11 P. SICANANG BELAWANSICANANG MEDAN BELAWAN
| #4 |SD NEGERI NO. 065007 JL. PENGHUBUNG [V F, SICANANG BELAWAN SICANANG MEDAN BELAWAN.
85 |SD NEGERIRO. 065008 |JL, PENGHUBUNG L1 I, SICANANG | BELAWAN SICANANG MEDAN BELAWAN
86 |20 NEGERI NO. 065000 LORONG I| VETERAN BAGAN DELIL _ |BAGANDELL |MEDAN BELAWAN |
87 |5D NEGERINO, 065010 |KP. SENTOSA BARAT P. SICANANG | BELAWAN SICANANG MEDAN BELAWAN
(88 [SD NEGERI NO. 066669 [JL. KELAPA KOMP. RS. KUSTA | RELAWAN SICANANG MEDAN BELAWAN
80 8D NEGERI NO. 066670 JL. KOME, R.5. SUSTA P SICANANG BLLAWAN SICANANG  [MEDAN BELAWAN |
00 |SD NEGEH] ND. 068009 |KAMP, NELAYAN LINGELNGAN X1 [BELAWANT " |MEDAN BELAWAN _
91 |SD NEGERI NO. 060940 [JLKLYOS SUDARSO KM.12,5 TITLPAPAN MEDAN DELL i
92 |SD NEGERLNO, 060941 [JLEK.LYOS SUDARSO KM, 12,5 TIT[ FAPAN MEDAN DELL
93 |80 NEGERL NO. 060947 JLICLYOS SUDARSO KM.12.5 TITI PAPAN MELAN DEL]
94 |SD NEGERI NO. 060943 JL. K.L.YOS SUDARSO KM 2,5 TANJUNG MULIA MEDAN DELI
95 [SD NEGERI NO. 060944 JL. K.L.YOS SUDARSO KM.2,5 TANJUNG MULIA MEDAN GELL
96 _|SD NEGERI NO. 060946 J1.. K.LYOS SUDARSO KM, 11 KOTA BANGUN WEDAN DELI
97 |80 NECGERI NO. 060047 JLK.L.YOS SUDARSO KM.A,0 TANJUNG MULLA MEDAN DELL
S8 [SD NEGERI NO. 064010 JL. PLATINA | GG, [NPRES _|TITI PAPAN _ MEDAN DELL
99 [SD NEGERI NO. 064011 _ JL. MANGAAN VI PASAR 11 _ |MABAR MEDAN DELT
| 100 [SD NEGERI NO. 064993 JL. SIDOMULYO LK. 26 TANJUNG MULIA [MEDAN DELI
LO1 | SD NEGERI NO. 064935 _|JL. ALUMUNIUM KOMPLEK BRAKUDA | TANJUG MULIA HILIR MEDAN DELL
102 [SD NEGERI NO, 066334 JL. K.LYOS SUDARSQ KM.11 KOTA BANGUN MEDAN DELI
| 103 |3D NEGERI NO. 066661 J1.. PLATINA V GG KFB&NG%@;{_ TITI PAPAN MEDAN DELL
1,04 |SD NECERI KO. 0672350 JL. MANGAAN [ GG. AMALT MABAR HILIR _|MEDANDELT
105 [SD NEGER] NO. 067351 i

MEDAN DRI
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